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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sriwati  Binti  Djumiran,  tempat  dan  tanggal  lahir  Sanga  Sanga,  24

Desember  1977,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus

Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas,  tempat kediaman di  Jalan Yos Sudarso (rumah

Ibu Kamini), Rt.24, Rw. 01, Desa Sanga Sanga Dalam,

Kecamatan  Sanga  Sanga,  Kabupaten  Kutai

Kartanegara sebagai  Penggugat;

melawan

Suprapto Bin Maman, tempat dan tanggal lahir Madiun, 14 Maret 1982,

agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,  Pendidikan

Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di

Jalan  A.  Yani,  Rt.02,  Rw.  05,  Desa  Sanga  Sanga

Dalam,  Kecamatan  Sanga  Sanga,  Kabupaten  Kutai

Kartanegara sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2019 telah

mengajukan  permohonan Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Tenggarong,  dengan  Nomor  796/Pdt.G/2019/PA.Tgr,

tanggal 12 Juli 2019,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa  penggugat  dengan  tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah,

menikah pada tanggal 16 September 2017, terdaftar pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan

Kutipan Akta Nikah 0099/018/IX/2017 tanggal 18 September 2017;  

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina

rumah  tangga  dan  berkumpul  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  dan

bertempat tinggal rumah Tergugat di Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten

Kutai Kartanegara selama 1 tahun 6 bulan;  

3. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  belum

dikaruniai anak;  

4. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  semula

berjalan rukun dan harmonis,  namun sejak bulan Desember tahun 2017

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat

pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;  

5. Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antaraPenggugat

dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan

yang  tidak  mau  menerima  pendapat  dan  nasehat  orang  lain,  seperti

masalah anak, Tergugat tidak menyukai anak bawaan dari Penggugat dan

tidak mau menerima anak bawaan dari Penggugat;  

6. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan

Tergugat  terjadi  pada bulan November tahun 2018 akibatnya Penggugat

dan  Tergugat  pisah  tempat  kediaman  karena  Penggugat  pergi

meninggalkan  Tergugat  tanpa  seizin  Tergugat  dan  sejak  itu  pula  tidak

pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;  

7. Bahwa  melihat  kondisi  rumah  tangga  yang  demikian  itu  Penggugat

masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap

tidak berubah;  

8. Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

menyatakan  tidak  sanggup  mempertahankan  rumah  tangga  bersama

Tergugat,  oleh  karena  itu  Penggugat  mengajukan  masalah  ini  ke

Pengadilan Agama Tenggarong;  
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut, Penggugat memohon kepada

Pengadilan  Agama  Tenggarong,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Suprapto  bin

Maman) terhadap Penggugat (Sriwati binti Djumiran (Alm);  

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan

yang berlaku;  

  SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya; 

Bahwa  pada  hari-hari  persidangan  yang  telah  ditentukan  Penggugat

telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang

bersangkutan telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut  sebanyak  2  (dua)  kali

sebagaimana tercantum dalam berita acara (relaas) panggilan  yang dibacakan

Ketua  Majelis  di  persidangan  oleh  karena  itu  tidak  dapat  didengar

keterangannya;

Bahwa  Majelis  telah  berupaya  secara  maksimal  untuk  mendamaikan

pihak  berperkara  dengan  cara  memberikan  saran  dan  nasihat  kepada

Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Tergugat, namun tidak berhasil; 

Bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  di

persidangan,  maka  upaya  perdamaian  melalui  mediasi  sebagaimana  diatur

dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Penggugat, yang seluruh isinya tetap dipertahankan Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di  persidangan

maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan

dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Bahwa Penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil

gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa : Fotokopy Kutipan

Akta  Nikah  Nomor  :  0099/018/IX/2017  tanggal  18  September  2017,  yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten

Kutai  Kartanegara,  bukti  surat  tersebut  telah diberi  meterai  cukup dan telah

dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi

tanda P;

Bahwa  selain  surat-surat  bukti  di  atas  Penggugat  juga  telah

mengajukan 2 (dua)  orang saksi yaitu :

1. Sri  Damayanti  binti  Jul  Fitriansyah, umur  19  tahun,  agama  Islam,

pekerjaan honorer, tempat kediaman di Jl Simpang Tani RT 2 Desa Jawa

Kecamatan  Sanga  Sanga  Kabupaten  Kutai  Kartanegara, di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri

karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah dalam

berumah tangga tinggal  di rumah Tergugat di Kecamatan Sanga Sanga,

Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 6 bulan; 

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya

belum dikaruniai anak;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  semula  berjalan  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan

Desember tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat

dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
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- Bahwa Saksi  pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat  dan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  penyebabnya  karena  Tergugat  memiliki  sifat

egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat

orang lain, seperti masalah anak, Tergugat tidak menyukai anak bawaan

dari Penggugat dan tidak mau menerima anak bawaan dari Penggugat;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran

Penggugat  dengan  Tergugat  terjadi  pada  bulan  November  tahun  2018

akibatnya  Penggugat  dan  Tergugat  pisah  tempat  kediaman  karena

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa seizin Tergugat dan sejak

itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya

suami-istri;

- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

2. Marinah  binti  Ngatijo,  umur  42  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

wiraswasta, tempat kediaman di JL Parikesit RT 17 Desa Jawa Kecamatan

Sanga  Sanga  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri

karena Saksi adalah Sepupu Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah dalam

berumah tangga tinggal  di rumah Tergugat di Kecamatan Sanga Sanga,

Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 6 bulan; 

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya

belum dikaruniai anak;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  semula  berjalan  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan

Desember tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat

dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
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- Bahwa Saksi  pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat  dan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  penyebabnya  karena  Tergugat  memiliki  sifat

egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat

orang lain, seperti masalah anak, Tergugat tidak menyukai anak bawaan

dari Penggugat dan tidak mau menerima anak bawaan dari Penggugat;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran

Penggugat  dengan  Tergugat  terjadi  pada  bulan  November  tahun  2018

akibatnya  Penggugat  dan  Tergugat  pisah  tempat  kediaman  karena

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa seizin Tergugat dan sejak

itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya

suami-istri;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang

pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon agar

Pengadilan Agama Tenggarong dapat menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana

tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini  yang merupakan satu

kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini; 

TENTANG HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditentukan

Penggugat  telah  datang  menghadap  di  persidangan  dan  telah  memberikan

keterangannya;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  datang  dan  tidak  pula

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut

berita acara (relaas) panggilan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi

dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan dan

ketidakhadirannya  itu  tidak  disebabkan  oleh  sesuatu  alasan  yang  sah,
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karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang

Nomor  7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor  3

Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 146 dan pasal

150 R.Bg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi

dan patut, tidak hadir;

Menimbang,  bahwa  persidangan  atas  perkara  ini  hanya  dihadiri  oleh

pihak  Penggugat  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  di

persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan

yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam

PERMA  Nomor  1  tahun  2016 tentang  Mediasi  menjadi  tidak  dapat

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan

oleh  sesuatu  alasan  yang  sah,  sehingga  Tergugat  dianggap  tidak  hendak

menggunakan  hak-hak  keperdataanya  dan  berdasarkan  pasal  149  R.Bg.

putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum

Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini,  yaitu  yang terdapat dalam

Kitab Ahkamul Qur’an juz II Hal. 405 yang berbunyi :

فهو يجب فلم المسلمين حـكام من حاكم إلى دعي من

له لحق ظالم

Artinya : Barangsiapa  yang  dipanggil  oleh  hakim  Islam  di  dalam

persidangan  sedangkan  orang  tersebut  tidak  memenuhi

panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah

haknya. (Ahkamul Qur’an II : 405);

Menimbang,  bahwa  setiap  kali  persidangan  Majelis  telah  berupaya

mendamaikan  pihak  yang  berperkara  dengan  cara  menasihati  Penggugat,

namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh pasal 65 dan

82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
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dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39

ayat  (1)  Undang-undang  Nomor   1  tahun  1974  jo.  Pasal  31  Peraturan

Pemerintah Nomor  9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam  telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan

perceraian dalam perkara ini adalah sejak bulan Desember tahun 2017 antara

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi

tidak  harmonis  lagi,  disebabkan  karena  Tergugat  memiliki  sifat  egois  yang

berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, seperti

masalah anak, Tergugat tidak menyukai anak bawaan dari Penggugat dan tidak

mau  menerima  anak  bawaan  dari  Penggugat.  Puncak  perselisihan  dan

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun

2018  akibatnya  Penggugat  dan  Tergugat  pisah  tempat  kediaman  karena

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa seizin Tergugat dan sejak itu

pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-

istri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  Penggugat

mohon kepada Pengadilan Agama  Tenggarong untuk  menjatuhkan talak satu

bain sughra Tergugat  terhadap Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  perkara  bidang  perkawinan

karenanya  termasuk  dalam  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama

sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor  7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor  3 Tahun 2006

dan  terkhir  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap

tidak hendak mempertahankan hak-hak keperdataanya di  muka persidangan

atau setidak-tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh

Tergugat, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun
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1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak

ada  pembohongan  dan  penyelundupan  hukum  maka  kepada  Penggugat

dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan

keterangan  di  bawah  sumpah  maka  terhadap  bukti-bukti  tersebut  Majelis

memberikan pertimbangan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P) berupa fotokopi Kutipan

Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk  itu,  telah

dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya  dan bermeterai cukup, maka

Majelis Hakim menilai bahwa  alat  bukti  tersebut merupakan alat bukti yang

memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna   dan  mengikat  sebagaimana

maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13

Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai,  maka alat  bukti  telah  memenuhi  syarat

formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sehingga  harus dinyatakan bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  terikat  dalam  suatu   perkawinan  yang  sah,  dan

Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan

perceraian dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Saksi  pertama  dan  kedua  yang  dihadirkan

Penggugat di  persidangan,  bukan  orang  yang  dilarang  untuk  didengar

sebagai  saksi  dan  mengangkat sumpah  menurut  agama  yang  dipeluknya,

dengan  demikian  saksi-saksi  tersebut  telah memenuhi  syarat  formil,  juga

keterangan   yang   disampaikan   oleh   saksi-saksi  mempunyai   sumber

pengetahuan  yang  jelas,  mengenai  peristiwa  yang  dialami,  didengar dan

dilihat  sendiri  oleh  saksi  serta  saling bersesuaian satu dengan yang lain,

dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karenanya

harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat

dipetimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  terhadap  Saksi  pertama  dan  kedua  yang  telah

memberikan  keterangan  sebagaimana  telah  dimuat  dalam  bagian  duduk
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perkara,  dalam hal  ini  Majelis  Hakim mempertimbangkan oleh  karena saksi

pertama  dan  kedua  telah  sama-sama  mengetahui  tentang  kondisi  rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana sejak bulan Desember tahun 2017

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  mengakibatkan  hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat

pada  akhirnya  menjadi  tidak  harmonis  lagi,  disebabkan  karena  Tergugat

memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan

nasehat  orang  lain,  seperti  masalah  anak,  Tergugat  tidak  menyukai  anak

bawaan  dari  Penggugat  dan  tidak  mau  menerima  anak  bawaan  dari

Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

terjadi pada bulan November tahun 2018 akibatnya Penggugat dan Tergugat

pisah tempat kediaman karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa

seizin  Tergugat  dan sejak itu  pula  tidak pernah lagi  menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil  secara

resmi  dan  patut  tidak  pernah  datang  menghadap  ke  persidangan  sehingga

Tergugat telah dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya

atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat maka

pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat  dapat dinyatakan telah menjadi

dalil yang tetap;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  gugatan  Penggugat  yang  tidak

dibantah  oleh  Tergugat  terutama  dalam  hal  yang  menyebabkan  terjadinya

perselisihan dan pertengkaran yang diperkuat dengan keterangan para Saksi,

maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-

hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  dihubungkan

dengan bukti-bukti Penggugat di persidangan, maka Majelis telah menemukan

fakta di persidangan yang pada pokoknya benar sejak bulan Desember tahun

2017  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  mengakibatkan  hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat

pada  akhirnya  menjadi  tidak  harmonis  lagi,  disebabkan  karena  Tergugat
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memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan

nasehat  orang  lain,  seperti  masalah  anak,  Tergugat  tidak  menyukai  anak

bawaan  dari  Penggugat  dan  tidak  mau  menerima  anak  bawaan  dari

Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

terjadi pada bulan November tahun 2018 akibatnya Penggugat dan Tergugat

pisah tempat kediaman karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa

seizin  Tergugat  dan sejak itu  pula  tidak pernah lagi  menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  fakta-fakta  tersebut  telah

merupakan  bukti bahwa rumah tangga  antara Penggugat dengan Tergugat

telah  pecah,  dan  sendi-sendi  rumah  tangga  telah  rapuh  dan  sulit  untuk

ditegakkan  kembali  yang  dapat  dinyatakan  bahwa  rumah  tangga  antara

Penggugat  dengan Tergugat  telah rusak (  broken marriage )  sehingga oleh

karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  harus

dinyatakan terbukti;

Menimbang,  bahwa  dengan  kejadian-kejadian  tersebut  di  atas  patut

dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada

kerukunan  lahir  dan  batin  dan  sudah  tidak  lagi  melaksanakan  hak  dan

kewajiban  masing-masing  sebagai  suami  isteri  sehingga  tujuan  perkawinan

sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan

surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Mengingat,  ibarat dalam kitab Ghaayatul  Maraam Lisyarhil  Majdi  yang

berbunyi:

القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإن

طلقة

Artinya  :  “Dan  apabila  isteri  sudah  sangat  tidak  senang  kepada

suaminya,  maka  hakim  diperbolehkan  untuk  menjatuhkan

talak si suami tersebut”;
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Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang

bisa  ditempuh  jika  sebuah  perkawinan  telah  rusak  dan  mempertahankan

perkawinan  adalah  mempertahankan  kemaslahatan,  namun  dengan  melihat

keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  yang  telah  tidak  ada

kerukunan  lahir  dan  batin  dan  sudah  tidak  lagi  melaksanakan  hak  dan

kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diuraikan di atas,

maka  mempertahakan  keadaan  perkawinan  seperti  ini  tidak  akan

mendatangkan  kemaslahatan  bagi  keduanya,  dan  justeru  sebaliknya

mendatangkan  madlorat  bagi  kedua  belah  pihak,  sehingga  rumah  tangga

semacam  itu  perlu  dicarikan  jalan  terbaik  bagi  keduanya  untuk  kepastian

hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya : “Menghindari  kemudharatan  lebih  diutamakan  daripada

mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut

di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup

memenuhi  alasan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi

Hukum  Islam  sehingga  gugatan  Penggugat  patut  untuk  dikabulkan  dengan

verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor  7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor  3

Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang  Peradilan  Agama,  maka  biaya  perkara  dibidang  perkawinan

dibebankan kepada Penggugat; 

Memperhatikan,  segala  ketentuan  hukum  syara’  dan  peraturan

perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat  (Suprapto bin Maman)

terhadap Penggugat (Sriwati binti Djumiran);  

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 1.016.000,00 ( satu juta enam belas ribu rupiah);  

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  21 Zulhijjah  1440  Hijriah,  oleh  kami  Drs.  H.

Taufikurrahman,  M.Ag  sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  H.  M.  Mursyid  dan

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.  masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh  Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag
Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
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Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp     50.000,00 
   2.  Proses  Rp     50.000,00 
  3.  Panggilan  Rp   900.000,00 
  4.  Redaksi  Rp     10.000,00 
  5.  Meterai  Rp       6.000,00 

    Jumlah Rp1.016.000,00
    ( satu juta enam belas ribu rupiah ) 
 

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 796/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15


